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KEMENHUB. Penanganan. Pengangkutan. Barang
Curah Padat. Pelabuhan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR PM 6 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN

BARANG CURAH PADAT DI PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk meningkatkan keselamatan penanganan
dan pengangkutan barang curah padat dari dan ke kapal,
diperlukan pengaturan penanganan dan pengangkutan
barang curah padat selain pengaturan penanganan dan
pengangkutan barang khusus di pelabuhan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
bahwa berdasarkan Peraturan 1-2 BAB VI Konvensi
Internasional Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 (SOLAS)
mengatur setiap pengangkutan barang curah padat wajib
dilaksanakan sesuai dengan Kode Maritim Internasional
Barang Curah Padat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

—

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara
Penanganan dan Pengangkutan Barang Curah Padat di

Pelabuhan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
966);



Menetapkan
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7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA
CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG CURAH
PADAT DI PELABUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Curah Padat adalah barang atau muatan
termasuk limbah, selain cairan atau gas, terdiri dari
kombinasi partikel, butiran, atau potongan material lebih
besar yang umumnya seragam dalam komposisi yang
dimuat secara langsung ke ruang muat Kapal tanpa
penahan.

2. International Maritime Solid Bulk Cargoes Code yang
selanjutnya disebut IMSBC Code adalah koda maritim
internasional Barang Curah Padat yang diadopsi dari
Maritime Safety Committee (MSC.268(85)).

3. Penanganan Barang Curah Padat adalah semua kegiatan
yang berkaitan dengan penumpukan, bongkar muat,
termasuk  pengambilan sampel, pengujian, dan
pengendalian karakteristik dan sifat Barang Curah Padat.

4. Pengangkutan Barang Curah Padat adalah seluruh
tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Pemuatan
Barang Curah Padat dari atau ke Kapal.

5. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan
muatan dalam atau dari ruang muat atau tempat yang
dizinkan untuk itu di atas Kapal.

6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis

tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
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10.

11.

12.

13.

mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.

Bulk Cargo Shipping Name yang selanjutnya disingkat
BCSN adalah nama Barang Curah Padat yang sudah
terdaftar dalam IMSBC Code.

Kadar Air yang selanjutnya disebut MC adalah air, es,
atau cairan lainnya yang terkandung dalam sampel
representatif dinyatakan sebagai persentase total berat
basah dari sampel tersebut.

Batas Maksimum Kadar Air yang Dapat Diangkut yang
selanjutnya disebut TML adalah kandungan kelembapan
Barang Curah Padat maksimum yang dapat diangkut
oleh Kapal.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh
Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan
antarmoda transportasi.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun
penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
Tempat Penimbunan atau Penumpukan adalah tempat
atau area di dalam Pelabuhan dan/atau Terminal yang
ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Syahbandar untuk
digunakan khusus menumpuk atau menimbun Barang
Curah Padat yang akan dimuat atau diangkut ke Kapal.
Otoritas yang Berwenang adalah Direktur Jenderal
Perhubungan Laut yang menjadi penanggung jawab
pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada

Organisasi Maritim Internasional.
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Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.

Penyelenggara Pelatihan Pengangkutan dan Penanganan
Barang Curah Padat yang selanjutnya disebut
Penyelenggara Pelatihan adalah lembaga yang ditunjuk
oleh Otoritas yang Berwenang untuk melaksanakan
pelatihan pengangkutan dan Penanganan Barang Curah
Padat.

Pengirim Barang Curah Padat yang selanjutnya disebut
Pengirim adalah setiap orang atau atas kuasanya yang
memiliki kontrak dengan pengangkut untuk melakukan
Pengangkutan Barang Curah Padat melalui laut.

Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan fungsi
di bidang pengawasan Penanganan Barang berbahaya
dan Barang Curah Padat.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.

Direktorat Jenderal adalah  Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

Barang Curah Padat, kecuali biji-bijian;

Kapal Barang Curah Padat berbendera Indonesia;

Kapal Barang Curah Padat berbendera asing yang sedang
berada di perairan Indonesia; dan

Kapal yang difungsikan mengangkut Barang Curah
Padat.



